WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 38C0TAHUN 2023

TENTANG

NARASUMBER ASISTENSI AHLI BARANG MILIK DAERAH TERKAIT
KERJA SAMA PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA

Menimbang:

KARYA REKAM DIGITAL PADA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur pola
pemanfaatan barang milik daerah termasuk berupa
Karya Rekam Digital;

bahwa Asistensi Ahli Barang Milik Daerah terkait
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah
Berupa Karya Rekam Digital diselenggarakan untuk
memberikan masukan dan saran kepada
Pemerintah Kota Banjarmasin dalam pelaksanaan
kerja sama dengan distributor film untuk distribusi
dan promosi penayangan;

bahwa untuk kelancaran Asistensi Ahli Barang
Milik Daerah terkait Kerja Sama Pemanfaatan
Barang Milik Daerah Berupa Karya Rekam Digital
yang diselenggarakan di Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin perlu menunjuk
Narasumber;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,
perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang
Narasumber Asistensi Ahli Barang Milik Daerah
terkait Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik
Daerah Berupa Karya Rekam Digital pada Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin;



Mengingat:

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3
Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan
Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 Tentang
Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 45, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia Nomor  5060)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang
Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64 14);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6523);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6219);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 547),

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan
Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak
Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 371);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 24
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2014 Nomor 24);



Menetapkan
KESATU

16.

17.

18.

19.

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Nomor 40} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15
Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2018 Nomor 15);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021
Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 66);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7
Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran
Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Narasumber Asistensi Ahli Barang Milik Daerah terkait
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa
Karya Rekam Digital pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin adalah:

a.

Nama : Dr. DWI SATRIANY
UNWIDJAJA, S.E., M.Si.
Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat1 / (IV/b)

NIP : 19670504 199403 2 001

Jabatan : Analis Kebijakan  Ahli
Madya

Instansi : Direktorat Badan Usaha

Milik Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah
dan Barang Milik Daerah
Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia

Nama : CAHYA ARIE NUGROHO,
S.E., M.M.

Pangkat/Golongan : Pembina / (IV/a)

NIP : 19790414 200604 1 029

Jabatan : Analis Keuangan Pusat dan

Daerah Ahli Muda



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Instansi . Direktorat Badan Usaha
Milik Daerah, Badan
Layanan Umum Daerah
dan Barang Milik Daerah
Direktorat Jenderal Bina
Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
berdasarkan Surat Tugas Direktur Badan Usaha Milik
Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, dan Barang
Milik Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :
032/4420/keuda tanggal 9 Mei 2023.

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU bertugas sebagai berikut:

a. menyusun dan menyiapkan materi tentang Kerja
Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa
Karya Rekam Digital;

b. menyampaikan materi yang sudah disusun kepada
peserta asistensi; dan

c. memberikan  jawaban dan  penjelasan  atas
pertanyaan, usul, dan saran dari peserta asistensi.

Narasumber sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESATU diberikan honorarium sebesar Rp600.000,00
(enam ratus ribu rupiah) per jam selama 2 (dua) jam.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya
Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin

Tahun Anggaran 2023 pada sub kegiatan Fasilitasi

Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kota Banjarmasin.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 9 liei 2023

WALI KOTA BANJARMASIN,

A—

IBNU SINA



